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BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI MURUNG RAYA,

a. bahwa pendelegasian kewenangan penyelenggaraan

perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal
25 ayat (2) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum
memasukkan sektor sosial, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);



Menetapkan :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pedelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2022 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 61 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor
119);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf m, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 25

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a kepada kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
meliputi sektor :

Kelautan dan perikanan;

pertanian,;

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;

pendidikan dan kebudayaan;

pariwisata;

ketenagakerjaan; dan

m. sosial.

SRT RS0 0 O

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-
masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengaturan:

a. kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan
kewenangan Perizinan Berusaha;

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu dan masa berlaku yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a serta Perizinan
Berusaha untuk Menunjang Kegiatan usaha tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada  masing-masing  sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pedoman  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, mengacu
pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



(7) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada
masing-masing sektor diatur kemudian dengan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi.

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditambahkan 1 (Satu)
angka yakni angka 14, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya

dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2023 NOMOR 161.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN NON BERUSAHA

NO

URUSAN

URAIAN PERIZINAN

2

3

14

Sosial

1. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) meliputi :
a. Panti Sosial;
b. Panti Rehabilitasi;
c. Rumah Singgah; dan
d. Rumah Perlindungan Sosial;
2. 1zin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing; dan
3. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan dalam Wilayah Kabupaten.
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BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

PERDIE M. YOSEPH




